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'PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 16 TAHUN 2007
‘TENTANG |
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

~ TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI BINTAN, |

~ bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
. dengan. asumsi. kebijakan umum APBD, keadaan yang
- menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan

.« dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih
- +tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
- - dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan
- . APBD tahun anggaran 2007; s

R I

b bahwa ‘s"ve)hubungén deng‘ah‘hal tersebut pada huruf a, perubahan
. APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan
daerah; o

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1856 tentang Pembentukan
' ‘ -~ Daerah ‘Otonom Kabupaten. Dalam  Lingkup Daerah Kabupaten
- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
/1956 Nomar 25) ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

2‘.  ‘,‘U‘ndang,-U‘ndang» Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
-/ Bangunan. . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
.~ Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| ~Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang -

ingmor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indonesia Nomor 3569), , ‘

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
~._Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-~.-Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
- Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
.~ Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

.Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea
“Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara
~‘Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
.. ~Negara Republik Indonesia Nomor 3688 ) ;



10.

11.

12.

13,

14.

- 186.

16.

"Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesua Nomor 3851)

,'Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

]Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286)‘ ;

»

'Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan :
‘Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
“Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor

4355);

‘Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara :

: Nomor 4389 )

‘Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
‘Pengelolaaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran -
“Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lzLembaran Negara Republik Indonesna Nomor 4400 ) ;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem -
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421) ;

‘Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana

'telah diubah “dengan Undang: - Undang Nomor 8 tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

‘Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang -

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

‘menjadi Undang - Undang ( Lembaran Négara Republik Indonesia
“Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548

Vi

:Uyh‘dang-Undang Ndmor 33 Téhun 2004 tentang Perimbaangan
Keuangan ‘Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

‘Peraturan Pemenntah ‘Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
‘dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

| Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
‘Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
1118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;

.Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

. 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;

‘Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler - dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

(- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90,

- . “Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah

.__leubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005



Menetapkan
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“tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran
‘Negara Normor 4540 ) : o

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badaan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik A
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara -

‘Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

‘:Pérat‘uran Piemerintah. Nomor"'54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
1118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);,

Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentan'g Hibah
(:Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 )

:Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor 4578 ) ; ‘ LS L

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun“2005 tentang Pedoman
‘Penyusunan ' dan  penerapan Standar Pelayanan  Minimal
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 )i

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

,.Pefaturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor  Tahun tentang
‘Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Dengan persetujuén bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

v dan -
- BUPATI BINTAN

- MEMUTUSKAN

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG
_PERUBAHAN ANGGARAN ' PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007



Pasal 1

Anggaran Pendapatén dan Belanja Daerah Tahdn Anggarén 2006 sebagai" berikut:

Pendapatan Daerah

a. Semula L : Rp. 378.219.000.000,-

b. Bertambah/berkurang : Rp. 45.977.976.204 -
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan :

Belanja Daerah R : 3

a. Semula L Rp 439.026.611.019 -

b. Bertambah/berkurang g . “Rp. 108 039.353. 113 -

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus/(Defnsnt) setelah perubahan

Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan

1) Semula . _Rp. 60807.611.019-

2) Bertambah/berkurang : Rp. 110.204.081.620,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan v

b. Pengeluaran . :
1) Semula = : Rp. " -
2) Bertambah/berkurang ‘ Rp.  5.116.035.720,-

Jumiah Pengeluaran Setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Sisa lebih pem‘biayfé}an anggaran setelah perubahan
. Pasal2

Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksUd dalam paéa! 1 terdiri :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula ‘ Rp. 87.687.000.000,-
2) Bertambah/berkurang : Rp. 17.808.752.816,-
Jumlah pendapatan asli setlah perubahan

b. Dana Perimbangan :
1) Semula o o Rp. - 290.532.00Q,000,-
2) Bertambah/berkurang ' Rp. 28.169.223.388 -
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan »

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula g Rp. 12.000.000.000,~
2) Bertambah/berkurang s Rp.. 23.577. 292 889,-

Jumlah lain-lain pdptn daerah yg sah setelah perubahan

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp. -

Rp.

Rp.

Rp.

Rp;

424.196.976.204 -

547.065.964.132. -
122.868.987.928 -

171.011,692.639 -

5.115.035.720,-
165.896.656.919,-

43.027.668.991,-

105.495.752.816 -
318.701.223.388 -

1 35.577.292.889,-

Pendapaatan Asli Daerah sebagalmana d|maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jems

pendapatan :
a. Pajak Daerah _ o .
1) Semula - . : Rp. 72.050.000.000,-

2) Bertambah/berkurang : Rp. -5.540.000.000,-
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan SR

b. Retribusi Daerah R e _
1) Semula T e Rp. +1.737.000.000,-
2) Bertambah/berkurang - Rp. ~.600.000.000,-
Jumiah Retribusi Daerah setelah perubahan iy

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan b
1) Semula S Rp. - 3.160.000.000,-
2) Bertambah/berkurang Rp. 3.500.000.000,-
Jumiah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dlplsahkan stih
Perubahan

d. Lain-lain pendapatan aslu daerah yang sah :

1) Semula - : Rp. =~ 10.740.000.000,-

2) Bertambah/berkurang ; Rp. -8.168.752.816 -
Jumiah lain-fain pdptn ash daerah yang sah setelah perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

'77.590.000.000,-

2.337.000.000,-

6.660.000.000,-

18.908.752.816 -



3. Dana Perimbangan sebagalmana dimaksud ayat (1) huruf b terdm dari jenis pendapatan
a. Dana bagi hasil :

1) Semula . S Rp. 169.488.000.000,-

2) Bertambah/berkurang : Rp. 54.694.069.501 - : ' _

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan . Rp. 114.793.930.489 -
b. Dana Alokasi Umum .~ L

1) Semula - . Rp 93.000.000.000,-

2) Bertambah/berkurang : 4 Rp. 59.286.000.000,- _ L : \

Jumiah Dana Alokasi Umum setelah perubahan " Rp. 152.286.000.000,-
c. Dana Alokasi Khusus i : ‘ ‘

. 1) Semula : ' ; Rp. 16.044.000.000,-
2) Bertambah/berkurang ‘ Rp. : - -
Jumiah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan » Rp. 16.044.000.000,-

4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaxmana dlmaksud dalam ayat (1) huruf ¢ terdm dari
" jenis pendapatan : - :

a. Hibah ‘ e ’ ‘

1) Semula ‘ o Rp. . -

2) Bertambah/berkurang Rp. - . :

~ Jumiah Hibah setelah perubahan ‘ Rp. -
b. Dana Darurat S ' ‘

1) Semula C i Rp. -

2) Bertambah/berkurang : Rp. - - :

Jumlah Dana darurat: setelah perubahan _ Rp. -
¢. Dana bagi hasil Pajak , , '

1) Semula " Rp. 12.000.000.000,-

2) Bertambah/berkurang R Rp. 3.577.292.889,-

Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 15.577.292.889,-
d. Dana penyesuaian dan Otonom| Khusus : :

1) Semula - Rp. -

2) Bertambah/berkurang . Rp. 10.000. 000 000-

Jumlah Dana penyesuaian dan otonomn khusus setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-
e. Bantuan keuangan dan provmsn atau dari pemerintah daerah Iamnya :

1) Semula Rp.

2) Bertambah/berkurang , Rp. 10.000.000. 000 -

Jumlah Bantuan keuangan dari pI'OVlnSI atau dari pemermtah daerah :

lainnya setelah perubahan o ‘ » Rp. 10.000.000.000,-
| . Pasal3 N

1. Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdm dari:
a. Belanja Tidak Langsung

g 1) Semula , Rp. 157.167.194.933,-
j 2) Benambah/berkurang : Rp.  47.299.933.000,-
F Jumilah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 204.467.127.933 -
b. BelanjaLangsung = , ) R
1) Semula “Rp. 281'.859.416.086,-
2) Bertambahlberkurang " Rp. 60.73’9.420,113,- ‘
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan S Rp: 342.598.836.199,-

& 2. Belanja Tidak Langsung sebagalmana dumaksud pada ayat (11) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula S - Rp. 128.035.280.035,-

2) Bertambah/berkurang = Rp. ‘40.565.799.300,- -

Jumlah Belanja pegawan setelah. perubahan e B Rp. 168.601.079.335,-
b. BelanjaBunga =~ .. - i ‘ ' ‘

1) Semula e Rp. i ' -

2) Bertambah/berkurang o Rp. o - :

Jumiah Belanja Bunga setelah perubahan ' Lo Rp. . : -
¢c. Belanja subsidi e - S ’ '

1) Semula ' . ‘Rp. +1200.000.000,-

2) Bertambahlberkurang i Rp. : - _

Jumiah Belanja Bunga setelah perubahan 3 . Rp. 200.000.000,-
d. Belanja Hibah o , , fo

1) Semula . Rp. 627.748.598, -

1

2) Bertambah/berkurang ‘ Rp. o -



Belanja Langsung sebaganmana dlmaksud pada ayat 1 huruf b terdm dari jenis belanja

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan - | ’ Rp:

Belanja Bantuan sosial -

1) Semula - : o Rp. 19.732.800.000,-
2) Bertambah/berkurang : " Rp. '4.694.000.000,- :
Jumlah belanja bantuan sos1al setelah perubahan . Rp.
Belanja bagi hasil P v : :
1) Semula : ‘ Rp. 32.000.000,-
2) Bertambah/berkurang ' Rp. -
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.
Belanja Bantuan keuangan
1) Semula . Rp. 6.539.366. 300,-
2) Bertambah/berkurang : Rp. 2.040.133.700,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan sete!ah perubahan Rp.
Belanja Tidak terduga ; S
1) Semula S Rp 2 OOO OOO 000,-
2) Bertambah/berkurang = Rp. , -
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan- Rp.

627.748.598 -

| 24.426‘.800.000,»
32.000.000,-
18.57’91.’500‘000,-

2, 000. 000. 000,-

41.253.198,052 -
147.871.474.184 -

153.474.163.963, -

171.011.692.639,-

a. Belanja Pegawai L

1) Semula o : j Rp. 37.596.399.700,-

2) Bertambah/berkurang e Rp. 3.656.798.352,-

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan - Rp.
b. Belanja Barang dan jasa . -

1) Semula Rp. 110.806.291.188,-

2) Bertambah/berkurang C Rp. 37.065.182.996, -

Jumlah Belanja barang dan Jasa setelah perubahan Rp.
¢. BelanjaModal = - .

1) Semula : S Rp. 133 456.725.198, -

2) Bertambah/berkurang v Rp. 20.017.438.765,- :

Jumiah Belanja Modal setelah perubahan o Rp.

‘ Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam pasal 1 terdiri dari | jenis pembnayaan
a. Penerimaan : B

1) Semula : ' Rp. 60.807.611.019,-

2) Bertambah/berkurang ‘Rp. 110.204.081,620,-

Jumlah Penerimaan setetah perubahan : - Rp.
b. Pengeluaran : T S T S

1) Semula Sl Rp. Lo ‘ -

2) Bertambah/berkurang [ Rp. ,‘5.115.035.720,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.

Sisa Lebih Perh|tungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) :

1) Semula . e Rp. 41.807.611.019,-

2) Bertambah/berkurang i Rp. 110.204.081.620,- .
Jumiah SiLPA setelah perubahan. , - Rp.
Pencairan Dana Cadangan . '

1) Semula i Rp. 19.000.000.000,-

2) Bertambah/berkurang ‘ Rp. 19.000.000.000,-
Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan Rp.
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dlplsahkan

1) Semula : Rp. - -

2) Bertambah/berkurang e Rp. o -
Jumiah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan setelah .
perubahan : e . Rp.
Penerimaan pmjaman daerah _ .

1) Semula : o Rp . -

2) Bertambah/berkurang R Rp. -
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.
Penerimaan kembali pembenan pmjaman

1) Semula o Rp -
2) Bertambah/berkurang : Rp. : -

Jumiah Penerimaan kembaln pemberian pinjaman setelah perubahan Rp.

5. 115»035 720,-

171.011,692.639 -



f. Penerimaan puutang daerah : ‘ ;
1) Semula : Rp. , -

2) Bertambah/berkurang o Rp. - ‘
Jumlah Penerimaan Plutang setelah perubahan . Rp. 2 -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdm dari jenis pembiayan ‘
a. Pembentukan Dana cadangan
1) Semula : : : Rp.
2) Bertambah/berkurang ' 3 Rp.
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.
b. Penyertaan Modal (mvestasu) Pemerintah Daerah
1) Semula - : Rp. - -
2) Bertambah/berkurang . Rp. -5.000.000.000,-
Jumiah Penyertaan Modal setelah ‘perubahan i Rp. '5.000.,000.000,-
¢. Pembayaran pokok utang ‘
1) Semula ‘ i Rp. .
2) Bertambah/berkurang . Rp. ~115. 035 720 - ‘ :
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan v Rp. 115.035.720,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah ; L e :
- 1) Semula : Rp ‘ -
2) Bertambah/berkurang S Rp. Li . ‘ o :
Jumlah Pembenan pmjaman daerah setelah perubahan ' Rp. ‘ . ‘ -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah-ini, terdiri dan

Lampiran | ,ngkasan PAPBD;

. . -Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Lampiran ‘”1 ~'dan Organisasi; -
il ‘Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
" Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan:;

., Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Lampiran '.V - Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan
Lampiran V - keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
, . kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran VI - Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan:
Lampiran  VII-_ Daftar Piutang Daerah;
Lampiran VIl = Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah:
‘ - Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
'X Daerah;
10. Lampiran X ',IE;?nf:]a;a perknraan penambahan dan pengurangan aset .
' Daftar keglatan keglatan tahun anggaran sebelumnya -
11. Lampiran = X! " yang belum diselesaikan dan dlanggarkan kembali dalam
. “tahun anggaran;

12. Lampiran  Xil = Daftar Dana Cadangan Daerah }
13. Lampiran - Xl Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

1
2
3.  Lampiran
4

© oNO O

Lampiran

Pasal 6

Bupati menetabkan ‘ Peréturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebaga' landasan operasuonal pelaksanaan PAPBD

Pasal 7
Peraturan -Daerah“ihi mulai berlaku pada tanggalrdi"tetapkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah



E}itétapkan di Kijang :
Pada tanggal : 25 Oktober 2007

BUPAJ BINTAN

o ~ ANSAR AHIMAD, SE, MM
Diundangkan di Kijang - . i |
Pada tanggal : 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATE BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH?_KAB:UPAT:;_EN'BINT‘AN TAHUN 2007 NOMOR 16

a

Y




